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PERATTJRAN DAERAH PROPINSI  BANTEN

NOMOR :  4TTAHUN 2002

TENTANG

P ENYELENGGARAAN KEARSIPAN
LINGKUNGAI . I  PEMERINTAH PROPINSI  BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahr ;a  da lam rangka penye lenggaraan admin is t ras i

Pemer in tahan d i  Daerah,  ars ip  merupakan bag ian bahan

per tanggungjawaban nas iona l  yang harus d ipe l ihara  dan

diamankan untuk bahan bukt i  dan bahan penel i t ian  ser ta

d iberdayakan da lam rangka penye lenggaraan pemer in tahan,

bahwa wewenang dan tanggung jawab pemel iharaan dan

pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam

penyelenggaraan pemer in tahan,  keh idupan berbangsa dan

bernegara,  sepenuhnya menjad i  tanggung jawab Pemer in tah;

bahwa atas dasar  per t imbangan sebagaimana d imaksud

huruf a dan b di  atas serta sebagai acuan bagi aparatur dan

masyarakat,  dipandang per lu menetapkan Peraturan Daerah

Propinsi  Banten tentang Penyelenggaraan Kearsipan

di l ingkungan Pemer in tah Prop ins i  Banten.

Undang-undang Nomor  7  Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) ' ,

Undang-undang Nomor  B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegiwaian i lembaran Negara Tahun 1974 Nomor  38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor  3041)  sebagaimana

te lah  d iubah  dengan  Undang-undang  Nomor  43  Tahun  1999

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  B Tahun

1g74 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor  169,  Tambahan Lembaran Negara

Nomor  30a1 ) ;

Undang-undang Nomor  B Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lenrbaran Negara Tahun 1981 Nonior  76,

Tambahan Lembaran Negara Nonror 3209);

Undang-undang Nomor  B Tahun 1997 tentang Dokumen
perusahaan  ( i embaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  18 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor  367a) ;
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5 '  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  l  ggg  ten tang
Perner i ' tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun l  ggg Nomor
60,  Tambahan Lembaran Negara Nomor  3839) ;

6 .  Undang-undang Nomor  23 Tahun 2000 tentangPembentukan prop ins i  Banten (Lembaran Negara Tahun
?:?: , ,  

Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
- r v  I  u / r

7 .  Peraturan pemerintah Nomor 34 l 'ahun l  gzg tentang
Penyusutan Ars ip  (Lembaran Negara Tahun lgzg Nomor  51,Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3151) ;

B.  Peraturan pemer in tah Nomor  16 Tahun 1gg4 tentang
Jabatan Fungs iona l  pegawai  Neger i  s ip i r  (Lembar .n  N.gurc
I?i :n 

1994 Nomor 22, TambahJn Lembaran r . . regara Nornor
J \  I  

) l

I '  Peraturan Pemer in tah Nomor  B7 Tahun l  ggg tentang Tata
cara Penyerahan dan penrusnahan Dokumen perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1  ggg Nomor  1g4,  Tambaha '
Lembaran  Negara  Nomor  3912) ;

10 .  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  gg  rahun  l  ggg  ten tang  Ta ta
Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan Kedalam tUi f ;  f i tm
atau Media  La innya dengan Legal isas i  (Lembaran l rJegara
Tahun  l  ggg  Nomor  1gs ,  Tambahan  Lembaran  Negara
Nomor  3g  1  3 ) ;

1  1 .  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  zs  rahun  2000  ten tang
Kewenangan pemer in tah dan Kewenangan prop ins i  sebagai
Daerah o tonom (Lembaran Negara Ta6un 2000 Nomor  54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor  3g52) ;

12 .Kepu tusan  p res iden  Nomor  g7  Tahun  1gg9  ten tang  Rumpun
Jabatan Fungs iona l  pegawai  Neger i  S ip i l ;

1 .1 .  Peraturan Daerah prop ins i  Banten Nomor  3  Tahun za l?_
tentang Tata  cara pembentukan c ian Tekn ik  penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah rahun 2002 r . iomor 4,
Se r i  E ) ;

lq .Peraturan Daerah prop ins i  Banten Nonror  32 rahun zooz
tentang Pembentukan,  susunan organ isas i  dan Tata  Ker ja
Kantor  Pengelo laan Data E lek t ron ik  dan Ars ip  Daerah
Propinsi  Banten (Lembaran Daerah rah un z}az Nomor l l3)

Dengan persetujuan

DEWAI'J PERWAKILAI'J RAKYAT D,AEMH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

PER.ATURAN DAEMH PRCPINSI BANTEN TENTANG
P E NYE LEN GGAR/dqN KEARS tpAN D iLtNG t(u NGAf.t
PEi4ERINTAH PROPII .JSI  BAhITEN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah in i ,  yang d imaksud dengan.

1 .  Daerah  ada lah  P rop ins i  Ban ten ;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang
la in  sebagai  Badan Eksekut i f  Daerah,

3 .  Gubernur  ada lah Gubernur  Banten;

4. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Penvak i lan Rakyat  Daerah Prop ins i  Banten:

5 ,  Kantor  Pengelo laan Data E lek t ron ik  dan Ars ip  Daerah yang se lan ju tnya d isebut
KPDE dan ARDA adalah Lembaga yang d ibentuk Pemer in tah Daerah yang
mempunyai kewenangan menangani kearsipan di l ingkungan Pemerintah
Prop ins i  Banten;

6 .  lns tans i  ada lah Dinas/Badan/Lembaga d i l ingkungan Pemer in tah Prop ins i
Banten;

7. Kearsipan adalah proses kegiatan penyelenggaraan pengurusan arsip yang
mel iput i  masa penciptaan/penerimaan, masa akt i f  dan masa in akt i f  sampai
dengan masa penyusutan;

B. Unit  Kearsipan adalah Unit  Ker ja yang secara fungsional mengkoordinasikan,
membina, mengawasi,  mengarahkan, mengendal ikan dan menangani
kearsipan pada Dinas/Badan/Lembaga di l ingkungan Pemerintah Propinsi
Banten:

g .  Un i t  Pengolah ada lah Uni t  yang melaksanakan tugas pokok dan fungs i
Organisas i ,  d i  l ingkungan Dinas/Badan/Lembaga sebagai  penc ip ta  dan
pengguna arsip akt i f ;

10.  Ars ip  ada lah :

a.  naskah-naskah yang dibuat dan di ter ima oleh Lembaga-lembaga Negara
dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun baik
dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pemerintah;

b.  naskah-naskah yang dibuat dan di ter ima oleh Badan-badan swasta
dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan
kebangsaan.

11. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada

umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan
administrasi  Negara;

12. Arsip Dinamis Aktif yang selanjutnya disebut Arsip Aktif adalah Arsip Dinamis
yang secara langsung terus menerus diper lukan dan dipergunakan dalam
penyelenggaraan administrasi  Negara;

13. Arsip Dinamis in Akt i f  yang setanjutnya disebut arsip in akt i f  adalah Arsip

Dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi
Negara sudah menurun;

14.Arsip Stat is adalah arsip yang t idak dipergunakan secara langsung untuk
perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya

maupun untuk penyelenggaraan sehari-har i  administrasi  Negara;

15.  N i la i  Guna Ars ip  ada lah n i la i  a rs ip  yang d idasarkan pada kegunaan bag i
-  

kepent ingan Pengguna ars iP;



16 'Retens i  Ars ip  ada lah penenl .uan jangka waktu  s impan suatu  ars ip  a tas  dasarn i la i  guna yang terkandung d ida la ;d ; ,
17'  Jadwal Retensi  Arsip . , t r , rn daftar yang ber is i  tentang jangka waktupenyimpanan arsip yang dipergunakan seuagi i  peooman penyusutan arsrp,1B' Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan caramemindahkan arsip in akt i f  dar i  uni t  !ung;oi ,  ke uni t  kearsipan,

U;1,iil:ii:i&'il t1?j5"* 
bernirai jun, dan'menyerahkan arsip siatis r<e-

pENyELENGG?fi?l- KEARsTpAN
Bagian pertama

Tujuan

pasal 2
Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahanpertanggungiawaban Pemerintah Daerah sebagai urbi .n pertarrggungjawabannasional tentang perencanaan, pelaksa.naan penyelenggaraan berkehidupan
l:i,x?ff H#[?, HT:: ff 

n v.i i.[l'i' t.n' n n'["i!,,nst*. ua n terseb ut bas i
pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan kearsipan sebagaimana dimasksud dalam pasal zPeraturan Daerah ini  Gubernur ber i<.*ry iUrn :
a '  Membentuk lembaga y3n.g menangani kearsipan di l ingkungan pemerintahDaerah dan Unit-uni t  re4a [urtr ip.r"p.o.  instansi- instansi ;
b '  Mengangkat tenaga-tunug, fungsional 

.Arsipar is termasuk didalamnya
[il3lfl1i.l,"Jt"tn 

pembJrian t*ilunsrn biaya operasionar dan pembinaan
c. Menyelenggarakan pendidikan kearsipan;
d'  Menycdiakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standarisasi  peraratankears ipan;
e' Menyediakan dana untuk p:l^.1..1_gg:r.,rn kearsipan termasuk didatamnyamenyediakan_ ganti rugi 

.arsip ving bernir.ai nurtrnggungjawaban bagiPemerintah Daerah d; Negara'  vuig masih berada pada penguasaanperorangan atau Badan Swast j ;
r 

K:ili:IT ffi il:i:::inakan 
sistem kearsipan yane serasi terpadu densan

g. Menetapkan jadwal retensi  arsip;
h '  Melakukan peneri t ian dan pengembangan kearsipan;
i '  Memberikan kesejahteraan 

i<eRada tenaga kearsipan sesuai dengan tugas danfungs i  da lam l ingkungan ins tans inya berupa :
1 .  Tun jangan Daerah;
2 .  Jaminan Kesehatan;
3. Extra pudding.

) y,:;[:Tilr::;: ' l isasi dalam ranska menumbuhkan budaya rertib arsip di



k . Membina dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan dalam rangka
m ewujud kan pe nye le ng g a ra a n kea rs ipan yang mam pu me ng h im p un
memel ihara,  menyelamatkan dan mengamankan Uinan per tanggung jawaban
nas iona l ;

Melakukan t indakan hukum terhadap berbagai  bentuk penya lahgunaan
kearsipan.

Pasa l  4
(1) Set iap lnstansi  waj ib menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing, berdasarkan kepada Peraturan Daerah ini .
(2) Set iap aparatur waj ib memahami melaksanakan dan mentaat i  peraturan

kearsipan yang ber laku sebagai suatu kewaj iban yang melekat pada
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalarn mehlalankan pemerintahan

(3) Set iap orang, lnstansi ,  badan swasta, organisasi  dan atau suatu perkumpulan
waj ib mentaat i  peraturan kearsipan yang ber laku, dalam set iap permintaan
layanan infornasi ,  dan berbagai bentuk pelayanan lainnya Oai i  pemerintah
Daerah.

(a) Set iap lnstansi ,  badan swasta, masyarakat yang memil ik i  arsip yang
informasinya berni la i  pertanggungjawaban nasiorral  tentang penyelenggaraan
Pemerintahan dan kehidupan kelembagaan, serta yang be-rni la i  seiarat i  waj ib
menyerahkan arsip tersebut kepada lembaga keaisipan yang dibentuk
Pemer in tah Daerah.

Bag ian  Kedua
Fungs i  Ars ip

Pasal  5
Arsip berfungsi  sebagai sumber informasi yang dipergunakan baik secara
langsung a tau t idak langsung da lam penyusunan perencanaan,  pe laksanaan,
penel i t ian ,  eva luas i  dan pengembangan penye lenggaraan pemer in tahan ser tapenye lenggaran keh idupan berbangsa dan bernegara.

Pasa l  6

Ars ip  berdasarkan fungs i  dan n i la i  gunanya d ike lompokkan menjad i  Ars ip  Dinamis
dan Ars ip  Sta t is .

Bag ian  Ke t i ga
Tanggung  Jawab  lns tans i  da lam Penye lenggaraan  Kears ipan

Pasal  7
(1)Ars ip  ak t i f  d ike lo la  dan d iamankan o leh un i t  pengelo la  pada lns tans i  sesua i

tugas pokok dan fungsinya.
(2) Arsip Dinamis yang sudah tergolong arsip in akt i f  d ipi l ih dan dini la i  o leh

masing-masing sesuai ni la i  gunanya dan dipindahkan kepada
kears ipan yang d ibentuk o leh pemer in tah Daerah.

(3) Arsip yang sudah tergolong sebagai arsip stat is di lakukan pemil ihan dan
peni la ian berdasarkan ni la i  guna arsip yang terkandung didalamnya oleh
lembaga kears ipan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  pasa l  in i  dan
selanjutnya dikonsultasikan ke Badan Arsip Nasionat untuk penyimpanan dan
pengelo laan se lan ju tnya.

Instansi
lqmbaga


